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Abstrack

Handling law enforcement efforts against child perpetrators of violent theft presents complex
challenges, requiring a specialized approach that takes into account the ongoing mental, emotional, and
social development of children. This study aims to analyze the investigative procedures implemented by
officers at the Lhokseumawe City Police Resort in handling child perpetrators involved in violent theft
crimes, while also identifying the obstacles faced in carrying out this process effectively. Using an
empirical legal methodology complemented by a qualitative approach, this study utilizes primary data
obtained through interviews and secondary data from the literature, laws and regulations to provide a
comprehensive and in-depth study. The results show that the Police strive to handle cases involving
children in a good and fair manner, called restorative justice. This means they strive to help children
learn from the incident and find good solutions, rather than simply punishing them. They adhere to the
rules stipulated in Law Number 11 of 2012, which states that children must be treated with care and
their rights protected. The Police communicate with various parties and ensure that children are treated
well at every step. However, they still face several obstacles, such as a lack of community support, a lack
of facilities, and difficulties in using the best methods to assist children. Overall, the police in
Lhokseumawe City are doing their best to adhere to these good regulations and protect children in
handling these types of cases.

Keywords: Law Enforcement, Children, Violent Theft.
Abstrak

Menangani upaya penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan
menghadirkan tantangan yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan khusus yang
memperhatikan perkembangan mental, emosional, dan sosial anak yang sedang berlangsung.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur investigasi yang diterapkan oleh petugas di
Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe dalam menangani pelaku anak yang terlibat dalam tindak
pidana pencurian dengan kekerasan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
melaksanakan proses tersebut secara efektif. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yang
dilengkapi dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan data sekunder dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan
terkait untuk memberikan kajian yang komprehensif dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kepolisian berupaya menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dengan cara yang baik
dan adil, yang disebut keadilan restoratif. Artinya, mereka berupaya membantu anak belajar dari
kejadian dan menemukan solusi yang baik, alih-alih hanya menghukum mereka. Mereka mematuhi
aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa
anak-anak harus diperlakukan dengan hati-hati dan hak-hak mereka dilindungi. Kepolisian
berkomunikasi dengan berbagai pihak dan memastikan anak-anak diperlakukan dengan baik di
setiap langkah. Namun, mereka masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya bantuan
dari masyarakat, kurangnya fasilitas, dan beberapa kesulitan dalam menggunakan cara terbaik untuk
membantu anak-anak. Secara keseluruhan, kepolisian di Kota Lhokseumawe berupaya sebaik
mungkin untuk mematuhi aturan-aturan yang baik ini dan melindungi anak-anak dalam menangani
kasus-kasus semacam ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pencurian dengan Kekerasan.

1. PENDAHULUAN

Kelakuan nakal anak-anak adalah isu yang relevan, hampir di seluruh belahan
dunia termasuk Indonesia. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di
masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan sebuah
kejahatan yang sering terjadi di tengah komunitas dan bisa dianggap paling

mengganggu kenyamanan masyarakat.!

Pencurian terjadi ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
Banyak berita di surat kabar dan TV yang membahas tentang pencurian. Orang
sering mencuri karena mereka kesulitan menghasilkan uang untuk membeli
makanan atau membayar biaya rumah. Terkadang, mereka tidak sempat bersekolah

dan belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.2

! Toto Hartono , Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan,
URNAL RETENTUM, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 Februari ,him 32-42.

2 Calvin William Aditama & Safik Faozi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak, Vol. 6, No 3, Maret 2024, him, 8347.
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Sangat memprihatinkan ketika anak-anak atau remaja mencuri barang.
Mereka seharusnya belajar membedakan yang benar dan yang salah dan tumbuh
menjadi orang baik. Namun, beberapa dari mereka justru membuat pilihan yang
buruk dan melanggar hukum. Ini menunjukkan bahwa keluarga mereka mungkin
tidak cukup mengawasi mereka, dan bahwa masyarakat serta lingkungan di sekitar
mereka tidak membantu membimbing mereka dengan baik.3 Ketika keluarga tidak
selalu dapat mengawasi anak-anak mereka, dan masyarakat tidak memiliki cukup
cara untuk membantu atau membimbing anak-anak, dan ketika anak-anak tidak
dapat bersekolah di sekolah yang baik, hal itu memudahkan anak-anak untuk
melakukan hal-hal buruk seperti mencuri# Selain itu, ketika anak yang mendapat
masalah melakukan kesalahan, orang sering lupa untuk fokus pada apa yang terbaik
bagi anak tersebut dan membantu mereka memperbaiki kesalahannya.®

Ketika anak-anak atau remaja melakukan kesalahan atau melanggar aturan,
hal itu dapat menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di
sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghentikan perilaku buruk,
terkadang dengan memberikan hukuman atau membantu mereka mempelajari cara
yang lebih baik. Namun, anak-anak berbeda dari orang dewasa dalam banyak hal,
jadi cara kita membantu atau menghukum mereka juga harus berbeda. Karena anak-

anak masih memiliki banyak masa depan, sebaiknya kita berfokus untuk membantu

3 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, him. 153.

4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, him. 265.

5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta 2010, him. 112.
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mereka berkembang dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab,

daripada hanya menghukum mereka.6

No tahun Jumlah perkara penyelesaian
Diversi SP3 P21
1. 2020 2 kasus 1 Kasus - 1 Kasus
2. 2021 1 Kasus - 1 Kasus -
3. 2022 2 Kasus - 1 Kasus 1 Kasus
4, 2023 1 Kasus - 1 Kasus -
5 2024 2 Kasus - 2 Kasus -

Tabel 1. Data Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Lhokseumawe

Suatu malam, di kota Lhokseumawe, tiga remaja melakukan kejahatan yang

disebut perampokan. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 6 September 2024,

sekitar pukul 22.30. Muhammad Zaki, yang sedang mengendarai sepeda motornya,

tiba-tiba dihentikan oleh ketiga remaja tersebut. la tidak tahu siapa mereka. Salah

satu remaja terlihat memegang pisau kecil. Akibat kejadian tersebut, Muhammad

Zaki menjadi sangat ketakutan dan merasa kesal. Berdasarkan penelitian

sebelumnya:
NO | Penulis dan Judul Fokus Dan Keterbatasan/ Rencana Kebaruan
Tahun Penelitian Temuan Utama Gap dalam Penelitian (Novelty)
Terdahulu Penelitian Baru Yang
Terdahulu Ditawarka
n
1. | Golan Lerian | “Penyelesaian | Untuk memahami | Studi ini ingin Penelitian
Afrianti Tindak Pidana | proses hanya memahami ini
Simatupang | Pencurian penyelesaian mengkaji bagaimana menawar
(2024)7 Yang kasus pencurian | kasus aturan kan
Dilakukan oleh anak di pencurian tersebut kebaruan
Oleh Anak( Polres Sibolga yang digunakan dalam
Studi serta dilakukan untuk aspek

6 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,
Grasindo, Jakarta, 2011, him 23.
7 Afrianti Simatupang, G. L., R. Asmara, dan U. Kalsum. “Penyelesaian Tindak Pidana
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Sibolga).” Jurnal limiah
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https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18390.
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Penelitian Di | mengidentifikasi | oleh anak- membantu objek dan
Polres hambatan dan anak yang anak-anak pendekat
Sibolga)” solusinya ditangani oleh | yang mencuri | an
Polres dan menyakiti | penegaka
Sibolga. Oleh | seseorangdi | n hukum
karena itu, kota yang
temuannya Lhokseumawe | diteliti.
mungkin . Kami juga
berbeda di ingin
tempat lain. mempelajari
masalah yang
dihadapi
orang-orang
ketika
mencoba
mematuhi
aturan ini dan
apayang
mereka
lakukan untuk
mengatasinya.
Arya llham “Penerapan untuk mengetahui | Penelitian ini | Ingin Penelitian
Fauzi Sistem Sanksi | penerapan sistem | hanya memahami ini
Damanik Dua Jalur sanksi dua dilakukan di bagaimana menghadi
(2024)8 Terhadap terhadap anak Pengadilan hukum rkan
Anak Pelaku pelaku tindak Negeri Kelas | digunakan kebaruan
Tindak Pidana | pidana narkotika | IB untuk dengan
Narkotika di wilayah hukum | Pematangsian | menangani mengkaiji
Dalam Proses | pengadilan negeri | tar, sehingga | anak-anak secara
Peradilan Pematangsiantar | tidak dapat yang mencuri | khusus
Pidana Anak | dan untuk dikatakan dan menyakiti | penegaka
(Studi mengetahui bahwa hasil seseorang di n hukum
Penelitian Di | faktor-faktor penelitian ini | Kota terhadap
Pengadilan penghambatdala | berlaku di Lhokseumawe | anak yang
Negeripemata | m penerapannya | pengadilan . Kami juga melakuka
ngsiantar serta untuk atau tempat akan melihat | ntindak
Kelas Ib” mengetahui upaya | lain di apayang pidana
dalam Indonesia. menyulitkan | pencurian
menanggulangi penegakan dengan
hambatan hukum ini dan | kekerasan
tersebut. apa yang , yang

8 Damanik, A. I. F, Z. Akli, dan Y. Yulia. “Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur terhadap

Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian
di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB).” Jurnal IImiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh 7, no. 4 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19201.
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dilakukan memiliki
masyarakat tingkat
untuk ancaman
mengatasi dan
masalah ini. dampak
yang lebih
serius
dibanding
kan
dengan
pencurian
biasa
maupun
tindak
pidana
anak
lainnya.
Muhammad | “Tinjauan untuk mengetahui | Karena Ingin penelitian
Husaini Kriminologis | penyebab dan adanya mempelajari | ini secara
(2024)° Terhadap upaya peraturan bagaimana khusus
Tindak Pidana | penanggulangan untuk aturan mengkaji
Penganiayaan | penganiayaan melindungi tersebut penegaka
Yang oleh anak di kota | privasi anak digunakan n hukum
Dilakukan tersebut dan menjaga | untuk terhadap
Oleh Anak Di mereka tetap | mencegah anak yang
Kota aman, sulit anak-anak menjadi
Lhokseumawe untuk mencuri pelaku
" mendapatkan | barang secara | pencurian
informasi brutal di Kota | dengan
terperinci Lhokseumawe | kekerasan
tentang kasus | . Kami juga
yang ingin mencari
melibatkan tahu apa yang
anak-anak membuat
yang mungkin | aturan ini
melakukan sulit dipatuhi
kesalahan. dan apa yang
dilakukan

orang-orang
untuk
mengatasi

9 Husaini, M., Sumiadi, S., dan Akli, Z. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak di Kota Lhokseumawe. Jurnal limiah Mahasiswa
4 (2025).
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https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19211.
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masalah
tersebut.
Ahmad “Penerapan Untuk mengetahui | Karena polisi | Ingin Penelitian
Ardian Undang- dan menganalisis | memiliki memahami ini
Zarkasi Undang bagaimana waktu bagaimana mengkaji
(2023)10 Nomor 11 penerapan terbatasdan | aturan penegaka
Tahun 2012 Undang-Undang hanya sedikit | diterapkan n hukum
tentang Anak | Nomor 11 Tahun | orangyang terhadap secara
yang 2012 tentang dapat berbagi | anak-anak menyelur
Melakukan Sistem Peradilan | informasi, yang mencuri | uh, mulai
Tindak Pidana | Pidana Anak mereka tidak | dan menyakiti | dari
Pencurian dalam menangani | dapat seseorang di | penyidika
Motor pada kasus anak yang mengumpulka | kota n hingga
Tahap melakukan tindak | n banyak Lhokseumawe | proses
Penyidikan pidana pencurian | detail. Ini . Saya juga peradilan
(Studi Kasus | sepeda motor berarti ingin terhadap
di Polresta pada tahap mereka hanya | mempelajari | anak
Malang)” penyidikan di dapat masalah yang | pelaku
Polresta Malang. berfokus pada | dihadapi tindak
beberapa orang-orang pidana
kasus yang ketika pencurian
sedang atau mencoba dengan
telah mereka | memastikan kekerasan
tangani. anak-anak ini |, yang
mematuhi memiliki
aturan, dan derajat
apayang kekerasan
mereka dan
lakukan untuk | dampak
mengatasi sosial
masalah yang lebih
tersebut. tinggi
daripada
pencurian
biasa.

10 Zarkasi, A. A. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor pada
Tahap Penyidikan (Studi Kasus Poresta Malang). Dinamika 29, no. 2 (2023): 8485-8503.
https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/22424.
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Berdasarkan konteks di atas, beberapa isu yang perlu diteliti adalah
bagaimana penerapan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindakan
pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawe serta apa saja kendala atau
langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawe.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi
hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian
dengan kekerasan di kota Lhokseumawe, serta untuk menjelaskan berbagai
rintangan dan upaya yang ada dalam penegakan hukum terhadap anak yang terlibat

dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Lhokseumawve.

2. Metode Penelitian

Studi ini mengkaji bagaimana hukum berkaitan dengan apa yang sebenarnya
dilakukan manusia dalam kehidupan nyata. Untuk melakukan hal ini, para peneliti
mengamati dan memahami perilaku serta situasi manusia secara saksama. Mereka
mendeskripsikan apa yang mereka lihat dan pelajari tentang berbagai orang,
peristiwa, dan bagaimana berbagai hal terjadi di masyarakat. Untuk mengumpulkan
informasi, mereka berbicara langsung kepada masyarakat dengan mengajukan
pertanyaan dan juga membaca buku, artikel, dan situs web untuk mendapatkan
lebih banyak fakta. Setelah mengumpulkan semua informasi ini, mereka memeriksa
dan merenungkannya dengan saksama untuk memahami maknanya dan untuk

menarik beberapa kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Lhokseumawe

Ketika anak-anak terlibat dalam pencurian serius yang melibatkan
kekerasan, polisi memiliki cara khusus untuk menanganinya. Kasus ini ditangani

oleh tim khusus bernama Unit Reserse Kriminal Kepolisian Kota Lhokseumawe.
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Mereka mengikuti aturan khusus untuk menangani masalah semacam ini di kota

mereka. Adapun landasan hukum yang diterapkan yakni:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (UndangUndang No.8

Tahun 1981).

¢. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Ketika seseorang dicurigai mencuri atau menyakiti orang lain, polisi pertama-
tama memeriksa bukti untuk memastikan cukup bukti. Jika cukup bukti, mereka
dapat menangkap orang tersebut, yang berarti mereka akan menahannya agar dapat
mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Hukum menyatakan bahwa
mereka hanya dapat melakukan ini jika mereka memiliki cukup bukti. Terkadang,
polisi menahan seseorang untuk sementara waktu untuk membantu mengungkap
apa yang sebenarnya terjadi, dan ini disebut penahanan.

Selama proses kepolisian, kepolisian Kota Lhokseumawe mengikuti aturan
hukum yang berlaku. Jika mereka melihat seseorang mencuri dengan kekerasan atau
seseorang melaporkan pencurian dengan kekerasan terutama jika melibatkan anak
polisi dapat memulai penyelidikan. Laporan dapat ditulis dan ditandatangani oleh
pelapor, atau dibacakan dengan lantang, dan polisi akan menuliskan apa yang
dikatakan dan meminta pelapor untuk menandatanganinya. Setelah menerima
laporan, polisi akan memberikan tanda terima kepada pelapor sebagai bukti telah
menerima laporan.11

Ketika anak-anak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dengan
kekerasan di Kota Lhokseumawe, polisi punya cara khusus untuk menanganinya.
Pertama, masyarakat melaporkan kejadiannya kepada polisi. Polisi selalu siap
mendengarkan dan membantu. Karena mencuri dengan kekerasan bisa berbahaya
dan pelakunya bisa melarikan diri, polisi harus bertindak cepat. Setelah mendapat

laporan yang valid, mereka segera mendatangi lokasi pencurian. Di sana, mereka

11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Komentar-
komentarnya, Politeia, Jakarta, 1996, him. 15
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mencari petunjuk atau hal-hal yang dapat membantu mereka memahami apa yang
terjadi dan menangkap pelakunya.12

Ketika seorang anak dicurigai mencuri dan melakukan kekerasan, ia
diperlakukan berbeda dibandingkan orang dewasa. Anak-anak membutuhkan
perhatian dan dukungan ekstra. Oleh karena itu, saat polisi melakukan penyelidikan,
mereka harus melibatkan orang tua atau wali anak untuk membantu dan
mendampinginya. Jika polisi menemukan cukup bukti bahwa anak tersebut terlibat
dalam pencurian dan kekerasan, mereka dapat meminta hakim untuk menahan
anak tersebut, yang berarti mereka akan ditempatkan di tempat khusus untuk
sementara waktu.

Langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang terjadi dengan berbicara
kepada pelaku kejahatan dan orang-orang yang melihat atau terdampak olehnya.
Polisi di Lhokseumawe akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk
mempelajari lebih lanjut. Jawaban dari pelaku pencurian dan para saksi sangat
penting karena membantu polisi memahami bagaimana kejahatan itu terjadi dan
siapa saja yang terlibat. Selama proses pemeriksaan, penyidik harus tetap
memperhatikan hak-hak pelaku sesuai yang diatur dalam Pasal 51, 53,114,115, dan
133 KUHAP.

Kepolisian Kota Lhokseumawe punya cara khusus untuk membantu anak-
anak yang mungkin telah mengambil barang yang bukan miliknya, terutama jika
mereka melakukannya dengan kekerasan. Alih-alih langsung menghukum mereka,
polisi berusaha membantu anak-anak memperbaiki apa yang terjadi dan membuat
keadaan menjadi lebih baik. Mereka melakukan ini dengan berbicara kepada semua
pihak yang terlibat untuk menemukan solusi damai, semacam berdamai. Jika anak-
anak dan polisi sepakat tentang cara memperbaikinya, mereka menuliskan
keputusan mereka dan mengirimkannya ke pengadilan untuk diperiksa. Namun, jika

mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, kasusnya akan dibawa ke pengadilan

12 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.
93
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seperti biasa. Cara penanganan ini didasarkan pada hukum yang membantu anak

muda yang bermasalah dengan hukum.

Jika orang yang terlibat atau dicurigai adalah anak-anak (di bawah usia 18
tahun), mereka tidak boleh langsung ditahan. Menurut undang-undang, anak yang
berusia minimal 14 tahun hanya dapat ditahan jika mereka diduga melakukan
sesuatu yang sangat serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara 7 tahun
atau lebih. Setelah masa penahanan mereka berakhir, mereka harus dibebaskan dan
tidak boleh ditahan lagi.

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah
Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di
Kota Lhokseumawe

Di Kota Lhokseumawe, terdapat peraturan yang melindungi anak-anak yang
bermasalah dengan hukum, seperti ketika anak-anak mencuri atau menyakiti orang
lain. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,
yang dirancang khusus untuk anak muda yang bermasalah dengan hukum.
Meskipun peraturan ini sudah ada, orang-orang yang seharusnya membantu dan
menghentikan perilaku buruk masih menghadapi banyak kesulitan dalam
mematuhi peraturan ini dan memastikan anak-anak diperlakukan secara adil.

Salah satu masalah besarnya adalah banyak orang tidak sepenuhnya
memahami atau menyetujui gagasan keadilan restoratif dan diversi. Ini adalah cara
untuk membantu anak-anak yang bermasalah tanpa harus selalu menghukum
mereka dengan keras, melainkan berfokus pada penyelesaian masalah dan
membantu semua pihak yang terlibat. Namun, banyak orang, terutama keluarga
korban, masih berpikir bahwa anak-anak harus dihukum dengan sangat keras, apa
pun yang terjadi. Oleh karena itu, lebih sulit menggunakan cara-cara yang lebih baik
ini untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, kebanyakan orang tidak tahu banyak
tentang cara kerja diversi atau mengapa diversi dapat bermanfaat, sehingga lebih

sulit menggunakan metode-metode ini untuk membantu anak-anak dan membuat
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keadaan menjadi lebih baik bagi semua orang.13 Terkadang, ketika seseorang
memiliki masalah, mereka pergi ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Namun,
hal ini bisa sulit bagi anak-anak karena pergi ke pengadilan dapat membuat mereka
merasa sedih atau bingung, dan mungkin menyulitkan mereka untuk tumbuh
bahagia dan percaya diri.14

Terkadang, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara tidak bekerja sama dengan
baik. Ketika mereka tidak berbagi informasi atau sepakat tentang apa yang harus
dilakukan, penyelesaian kasus dan penegakan keadilan menjadi lebih lama. Hal ini
mempersulit semua pihak. Selain itu, kelompok-kelompok yang membantu anak-
anak, seperti pekerja sosial, tidak cukup terlibat untuk membantu anak-anak
memahami atau menjalani proses hukum.15

Masalah besar lainnya adalah kurangnya tenaga profesional terlatih untuk
membantu. Banyak petugas polisi di Lhokseumawe belum belajar bagaimana
menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Anak-anak yang melakukan
kesalahan perlu diperlakukan berbeda karena mereka masih dalam masa
pertumbuhan dan membutuhkan perawatan khusus. Namun, banyak orang yang
menyelidiki dan memutuskan apa yang terjadi dalam kasus-kasus ini tidak cukup
tahu tentang cara melindungi anak-anak. Selain itu, kurangnya tenaga ahli seperti
psikolog anak atau konselor untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam
masalah hukum. Akibatnya, anak-anak seringkali tidak mendapatkan dukungan
yang tepat yang mereka butuhkan selama proses tersebut.16

Meskipun banyak permasalahan, memastikan penegakan hukum ketika anak
muda melakukan pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe bukan hanya

soal aturan. Hal ini juga mencakup hal-hal seperti pola pikir masyarakat, bantuan

13 Sausan Afifah Denadin dkk., 2024 ,Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), PAMPAS: Journal of Criminal Law, vol. 2 no. 2.

14 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Jakarta 2002, him. 75.

15 Muhammad Arham dan Abdul Rahman, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak: Problematika dan Solusinya, Sibaliparrig: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah,
Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2024 him. 55-56.

16 Adhani Wardianti & Cahyo B. Santoso, Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada
Sistem Peradilan Anak, Jurnal llmu Pekerjaan Sosial, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2023,him. 27-37
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dari berbagai organisasi, tingkat pelatihan petugas, dan dana untuk melakukan
semuanya. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama. Kita perlu memperkuat
sistem peradilan anak, membantu masyarakat memahami hukum dengan lebih baik,
dan mendorong kerja sama berbagai kelompok agar keadilan dapat terwujud.
Dengan demikian, kita dapat melindungi anak-anak dan membantu mereka
memiliki masa depan yang cerah.1’

Mencuri sesuatu dengan menyakiti atau memaksa seseorang bagaikan
penyakit parah yang menimbulkan masalah di masyarakat kita. Menyakiti orang
lain dan membuat keadaan menjadi tidak aman. Itulah mengapa sangat penting
untuk menghentikan pencurian semacam ini agar semua orang dapat merasa
aman dan bahagia.18

Polisi dan petugas lainnya memastikan semua orang mematuhi aturan agar
masyarakat kita tetap adil, aman, dan damai. Agar semuanya berjalan dengan baik,
semua aspek hukum harus bekerja sama dengan baik, layaknya kepingan puzzle.
Ketika seseorang melanggar aturan, ada sistem dan orang-orang, termasuk
masyarakat, yang membantu menanganinya secara adil. Tugas utama penegak
hukum adalah memastikan aturan tersebut sesuai dengan apa yang diyakini
masyarakat sebagai kebenaran dan membantu menjaga semua orang tetap aman
dan bahagia di lingkungan mereka.1®

Ketika anak-anak terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, cara kita
menangani situasi tersebut haruslah hati-hati dan berfokus pada membantu
mereka. Karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan pembelajaran,
mereka membutuhkan bantuan yang berbeda dari orang dewasa. Kita harus selalu
memikirkan apa yang terbaik bagi mereka dan memastikan mereka diperlakukan
dengan lembut dan adil.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur bahwasanya “penanganan

17 Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008, him. 116

18 Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem
Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, Utomo, Bandung, 2013, him. 36.

19 Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta 2008, him. 8-10
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perkara anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative
justice) dan penyelesaian melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan”.20

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang bermasalah
dengan hukum tidak dihukum dengan cara yang dapat merusak masa depan
mereka. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan bantuan melalui pendidikan dan
dukungan untuk memperbaiki diri. Saat menangani anak-anak yang bermasalah
dengan hukum, polisi, hakim, dan pusat khusus anak bekerja sama untuk
mematuhi aturan yang benar. Saat seorang anak diperiksa atau diwawancarai,
mereka harus diizinkan untuk didampingi oleh seseorang, seperti orang tua,
pekerja sosial, atau pengacara, dan prosesnya harus berlangsung di tempat yang
ramah dan penuh perhatian agar anak tidak merasa takut atau kesal. Tempat-
tempat seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Pusat Pengembangan Anak penting
karena membantu anak-anak mendapatkan nasihat dan dukungan untuk tumbuh
lebih baik. Selain itu, keluarga, teman, dan tokoh masyarakat setempat sangat
penting dalam membantu anak-anak kembali menjadi anggota masyarakat yang
bahagia dan sehat.2!

Jika seorang anak melakukan kesalahan dan ketahuan, orang dewasa akan
turun tangan untuk menangani situasi tersebut dengan cermat. Mereka menyelidiki,
memutuskan langkah selanjutnya, dan memastikan anak mendapatkan kesempatan
yang adil untuk menjelaskan dan belajar dari kesalahannya. Tujuannya adalah
membantu anak memahami, memperbaiki masalah, dan mencegahnya terulang

kembuali.

4. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum

terhadap anak-anak yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan di Kota

20 Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restorative Justice melalui Sistem Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, 2023,Vol. 2 him. 2

21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, him. 126
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Lhokseumawe telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Penegakan hukum ini menggunakan mekanisme diversi dan metode keadilan
restoratif yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Walaupun demikian,
masih terdapat beragam kendala dalam implementasinya, seperti rendahnya
pemahaman masyarakat tentang konsep diversifikasi, koordinasi antar lembaga
yang lemabh, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Dalam
menghadapi masalah ini, aparat penegak hukum telah melaksanakan upaya
pencegahan dan penegakan hukum secara seimbang, dengan mengutamakan
pendidikan hukum, pengawasan, serta penanganan hukum yang lebih bersifat
manusiawi untuk mencegah dampak buruk pada masa depan anak dan mendorong

proses reintegrasi sosial yang lebih baik.
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